
BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SEI,ATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 16 TAHUN 2O2O

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU

DI KAEIUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat 1.

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat

(1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Ll2
Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak

Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di

Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian

Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Muara

Enim;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OOg Nomor LL2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2.



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AL4 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l.embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5675);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang

Penyelenggara€rn Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,

Nomor 22Ll;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

182/PMK.O3 / 2Ot5 tentang Tata Cara Pendaftaran

Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib

Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha

Kena Pajak (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 7466h

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun

2076 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam

Pemberian Layanan Pubfik Tertentu di Lingkungan

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Arc Nomor 12611'

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2OL7 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 1956);

4.

5.

6.

7.



8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Muara Enim Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8

Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2OL6 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2Ol9 Nomor 8);

Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 4 Tahun

2Ol9 tentang Pendelegasian Kewenangan

Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayan

Terpadu Satu Pintu dan Camat Di Kabupaten

Muara Enim (Berita daerah Kabupaten Muara Enim

Tahun 2Ol9 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB

PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK

TERTENTU DI KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan

perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enirn.

9.

Menetapkan



4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan,

meliputi Pembayar Pajak, Pemotong Pajak dan

Pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan.

Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya

disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan

kepada wajib pajak sebagai sarana dalam

administrasi perpqjakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas

Wajib Pqiak dalam melaksanakan hak dan

Kewajiban perpajakannya, yang terdiri dari 15

(Lima Belas) digit, yaitu 9 (Sembilan) digit

pertama merupakan kode wa-jib pajak dan 6
(Enam) digit berikutnya kode administrasi

perpajakan.

Pelaku Usaha adalah setiap orang

perseorangan atau badan usaha, baik yang

berbentuk badan hukum maupun bukan

badan hukum yang didirikan dan

berkedudukan atau melakukan kegiatan

dalam wilayah hukum Negara Republik

Indonesia, baik sendiri maupun bersama-

sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang

ekonomi.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang

diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada

masyarakat.

5.

6.

7.



8. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang

selanjutnya disingkat KSWP adalatr kegiatan

yang dilakukan oleh perangkat daerah

sebelum memberikan layanan pubtik tertentu

untuk memperoleh keterangan status Wajib

Pajak.

Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya

disingkat KPP adalah instansi vertikal

Direktorat Jenderal Pajak yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung

kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak.

BAB II

MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

PASAL 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai

pedoman dalam pelayanan KSWP.

PASAL 3

Tujuan dari Peraturan Bupati ini untuk

mengoptimalisasikan Dana BaSl Hasil Pajak dan

meningkatkan kepatuhan wajib pajak

PASAL 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan

KSWP.

b. Tata cara pelaksanaan KSWP

9.



(1)

BAB III

JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG

DILAKUKAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

PASAL 5

Jenis I"ayanan Publik tertentu yang dilakukan

KSWP meliputi:

a. Izin Mendirikan Bangunan

b. Izin Usaha

c. Nomor Induk Berusaha (NIB)

d. Izin Usaha Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol

e. IzinTrayek

f. Izin Usaha Perikanan

g. Izin Mempekerjakan Tenaga Keq'a Asing

Pelayanan publik tertentu ssfoagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah

wajib pajak mendapatkan keterangan status

wajib pajak dengan status valid.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS

WAJIB PAJAK

PASAL 6

Setiap orang atau Badan yang melakukan

usaha dan/atau pekefaan di Daerah wajib

memiliki status wqiib pajak atau NPWP di

Daerah.

Wajib pajak dinyatakan valid apabila Surat

Keterangan KSWP dapat langsung dicetak

melalui system aplikasi KSWP.

Apabila Wajib Pajak dinyatakan tidak valid

dari sistem aplikasi KSWP, maka harus

melakukan konfirmasi ke KPP untuk
mendapatkan surat keterangan.

(2)

(1)

(21

(3)



(1)

(21

PASAL 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan

layanan publik tertentu sebagaimana

dimaksud Pasal 5 ayat (1) melakukan KSWP

sebelum memberikan layanan publik

tertentu.

Terhadap KSWP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi

pada Pemerintah Daerah yang terhubung

dengan sistem informasi pada Direktorat

Jenderal Pajak atau aplikasi yang telah

disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

PASAL 8

Setiap wajib pajak yang telah memenuhi

persyaratan subjektif dan objektif sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dibidang perpajakan wajib

mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat

kedudukan wajib pajak dan kepada Wajib

Pajak diberikan NPWP.

Pelaku usaha dan/atau pekerjaan yang

bertempat tinggal atau berkedudukan di luar

Kabupaten Muara Enim, dan memiliki NPWP

domisili di luar wilayah KPP, wajib

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

cabang.

(1)

(21



BAB IV

PEMBINAAN

PASAL 9

(1) Pembinaan pelaksanaan Konlirmasi Status

Wajib Pajak dilaksanakan oleh KPP dan

Perangkat Daerah yang membidangi

Pendapatan Daerah dalam hal konsultasi,

monitoring dan evaluasi.

(21 Pelaksanaan pembinaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling

sedikitl (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Muara Enim.

Ditetapkan di MuaraEnim
Pada tanggal B April 2O2O

Plt. BUPATI MUARA ENIM
WAKIL BUPATI

Dto

JUARSAH

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal B April 2o2o

SEKRETARIS DAERAH
KAE}UPATEN MUARA ENIM

Dto

HASANUDIN
BERITA DAERAH KAE}UPATEN MUARA ENIM TAHUN 2O2O NOMOR 16.


